SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengakomodir kebutuhan yang
belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan
upaya penyediaan anggaran melalui pergeseran anggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dengan menetapkan Peraturan Gubernur

dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;

c. bahwa. ..
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c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 masih
memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung
kebutuhan hukum terhadap penyediaan anggaran
dalam rangka kebutuhan yang mendesak, sehingga perlu
diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

4. Undang-Undang . . .
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Nomor 3 Seri A);

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 89 Seri E)
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 Nomor 34 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasall. ..
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Pasal I
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 89 Seri E) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:
a. Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);

b. Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2023 Nomor 16 Seri E);

c. Nomor 34 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2023 Nomor 34 Seri E);

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Lampiran I, pada Kode Rekening:

a. 5.1 Belanja Operasi
Rp20.063.330.148.747,00 diubah sehingga berbunyi
Rp20.275.712.336.406,00; dan

b. 5.2 Belanja Modal
Rp2.342.700.762.373,00 diubah sehingga berbunyi
Rp2.219.010.952.479,00,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran II, pada Kode Rekening:

a. 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan;

b. 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Soedono;

c. 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa Menur;

d. 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Umum Daerah
Karsa Husada Batu;

e. 1.02.0.00.0.00.01.0010 Rumah Sakit Umum Daerah
Sumberglagah;

f. 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Pelatihan Kesehatan
Masyarakat Murnajati;

g. 1.06.0.00.0.00.01.0000 . . .

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” / Balai
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Qg Sertifikasi
’ | Elektronik




-5-

g. 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial;

h. 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan;

i. 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan,;

j. 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga;

k. 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata;

1. 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

m. 4.01.0.00.0.00.08.0000 Biro Umum;

n. 4.01.0.00.0.00.09.0000 Biro Administrasi Pimpinan;

o. 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

p- 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah;

q.- 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Provinsi; dan

r. 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik,

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran III, diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran IV, diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” / Balai
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Qg Sertifikasi
’ | Elektronik




Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 7 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, AK.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 42 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001
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